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IImiah dalam kaitannya dengan Upacara Pengukuhan
sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang IImu Ekonomi dan
Kebijakan Publik, yang topiknya relevan dengan
perkembangan ekonomi Indonesia saat ini, utamanya
terkait dengan sinergi pembangunan ekonomi nasional dan
daerah, kebijakan desentralisasi fiskal dan perannya dalam
mendukung pembangunan daerah dan nasional menuju
Tahun Emas 2045. Oleh Kkarena itu, izinkan saya
menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan
Universitas Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas
Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya

untuk menyampaikan orasi ilmiah ini, yang saya beri judul:

Refleksi Peran Desentralisasi Fiskal bagi Pembangunan

Daerah: Relevansinya di Masa Kini dan Mendatang
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Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,
Pembangunan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia akan mencapai usia emas pada tahun 2045. Di
masa itu, Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan
telah sejajar dengan negara adidaya. Momentum bersejarah
tersebut masih sekitar dua puluh dua tahun lagi, namun untuk
mewujudkannya butuh persiapan yang matang, diperlukan
fondasi ekonomi yang kokoh agar secara konsisten dapat
mencapai pertumbuhan ekonomi antara 5,4 — 6,7 persen per
tahun pada tahun 2045. Dalam berbagai kesempatan,
BAPPENAS telah  menyampaikan berbagai strategi
pembangunan untuk mewujudkan pendapatan per kapita
Indonesia mencapai USD30.300 pada tahun emas tersebut.
Semua pihak, baik swasta, masyarakat, dan pemerintah harus
terlibat aktif untuk bekerja sama sebagai pelaku ekonomi, yang
didukung dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Di era desentralisasi, pemerintah daerah,
baik provinsi maupun kabupaten dan kota diharapkan aktif
dengan strategi pembangunan daerahnya untuk berkontribusi
kepada pembangunan nasional, bahkan termasuk Desa sebagai
unit ekonomi otonom terkecil yang keberadaannya diatur
melalui UU No. 6 Tahun 2014. Pembangunan nasional saat ini

tidak sepenuhnya hanya diserahkan kepada pemerintah pusat,
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melainkan dilakukan secara kolaboratif dengan 38 provinsi, 416
kabupaten, 98 kota dan 74.961 desa® di Indonesia.

Bila di masa lalu pembangunan daerah lebih dilihat
sebagai pembangunan pusat di daerah, dimana pusat banyak
menentukan rencana pembangunan di daerah, namun dengan
adanya desentralisasi yang dimulai awal tahun 2001, maka
pemerintah daerah harus menjadi arus utama dalam mendukung
pembangunan daerahnya. Skema desentralisasi atau disebut juga
otonomi daerah di Indonesia telah mendelegasikan banyak
urusan kepemerintahan berikut administrasinya kepada
pemerintah daerah, yang diperkuat dengan desentralisasi fiskal
(keuangan), berupa transfer pusat ke daerah, dalam bentuk Dana
Transfer Umum (DTU) maupun Dana Transfer Khusus (DTK).
Semenjak desentralisasi, rakyat di daerah juga menikmati
desentralisasi politik, yaitu memiliki kesempatan memilih
langsung pimpinan daerahnya melalui pemilihan kepala daerah
(pilkada).

Pembangunan daerah di era otonomi memberikan
kesempatan kepada pemerintah daerah melakukan inovasi
dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan lokal untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menarik

penanaman modal ke daerah, telah diterbitkan peraturan skema

1 Jumlah Kabupaten, Kota dan Desa sesuai dengan Kepmendagri 050-145/2022.
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insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah
daerah, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan

Kemudahan Investasi di Daerah.

Dalam era otonomi daerah, peran pemerintah pusat
dalam pembangunan daerah juga masih signifikan melalui
kebijakan pembangunan wilayah. Sebagai bagian dari agenda
kebijakan nasional, pemerintah pusat juga memberikan insentif
untuk pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah,
seperti Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Kawasan
Perdagangan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus, yang
diharapkan dapat mendorong terciptanya aglomerasi ekonomi di
daerah. Pembangunan wilayah dalam setiap era kepemimpinan
nasional memiliki strategi yang berbeda, walaupun pada
dasarnya mengedepankan kepada pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam periode 2009-2014,
strategi Pembangunan wilayah dititik-beratkan kepada
pembangunan koridor ekonomi, yang direncanakan dalam
MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia). Koridor ekonomi tersebut bertujuan untuk
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang geografi
tertentu, yang umumnya berpusat di area perkotaan. Saat itu
dirancang ada 6 (enam) koridor ekonomi: Sumatera, Jawa,

Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, serta Papua-Maluku dimana
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berbagai kawasan ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) dibangun sepanjang koridor tersebut.

Di era pembangunan saat ini, pembangunan wilayah
lebih bertumpu pada pembangunan berbasis Proyek Strategis
Nasional (PSN), yang berupa pembangunan jalan raya, listrik,
irigasi, bandara, pelabuhan dan jembatan, dan berbagai
infrastruktur strategis lainnya, termasuk pula pembangunan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat sekitar 210
proyek strategis nasional yang tersebar di seluruh Indonesia
(data Tahun 2022). Gambar 1 menyajikan sebaran berbagai
proyek strategis nasional tersebut, dimana PSN ini berpotensi
menjadi pendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru
di daerah.
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Gambar 1. Penyebaran Lokasi PSN di Indonesia
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Sumber: Permenko 21/2022, nilai proyek dalam triliun rupiah

Dalam era otonomi, setiap daerah bertanggung-jawab
atas pembangunan daerahnya masing-masing, namun
diharapkan dengan kehadiran PSN di daerah, pembangunan
daerah dapat bersinergi dengan pembangunan nasional melalui
pemanfaatan kehadiran PSN guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Menurut Jean-Paul Faguet (2023), di era
desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidaklah
perlu bersaing dalam melakukan pembangunan di daerah, karena
desentralisasi bukan berarti menghilangkan peran satu tingkat
pemerintahan untuk mengedepankan peran tingkat pemerintahan
lainnya, melainkan ditujukan agar penyediaan barang publik
memiliki jumlah yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik,

8
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memiliki daya tanggap yang lebih besar terhadap keinginan
publik, dan secara ekonomi lebih efisien, karena dikerjakan

secara bersama oleh Pusat dan Daerah.

Desentralisasi penyediaan pendidikan, misalnya, tidak
berarti bahwa anggaran dan wewenang atas sekolah dialihkan
secara besar-besaran ke pemerintah daerah, tetapi berarti
membentuk sebuah sistem baru dimana pusat, provinsi, dan
pemerintah lokal berkoordinasi dan bekerja sama untuk
memobilisasi penerimaan, mempekerjakan tenaga pendidik,
menentukan kurikulum, membangun infrastruktur sekolah, serta
memasok dan memelihara sekolah untuk kepentingan anak-anak
setempat. Kebijakan desentralisasi menempatkan pentingnya
sinergi pusat dan daerah berupa koordinasi berbagai stakeholder
kepemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota dan desa

dalam mendukung pembangunan daerah.

Permasalahan

Semenjak dicanangkannya otonomi daerah, kebijakan
desentralisasi  fiskal ~memiliki peran strategis dalam
pembangunan daerah, karena sumber penerimaan daerah yang
terbesar berasal dari transfer pusat, kecuali daerah yang memiliki
pendapatan asli daerah (PAD) yang besar seperti provinsi DKI
Jakarta. Harapannya dengan adanya desentralisasi fiskal,

9
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pemerintah daerah dapat mengelola dana transfer itu untuk
sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan berbagai pelayanan
publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Namun, berdasarkan berbagai data yang ada, harapan-harapan
ini belum sepenuhnya terpenuhi, walaupun secara umum terjadi
tren perbaikan positif dalam berbagai indikator ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Kajian Bank Dunia (Oktober 2023),
menunjukkan ada 4 (empat) perkembangan positif dari

pelaksanaan desentralisasi fiskal:

Terjadinya konvergensi dalam akses pemberian layanan kepada
masyarakat, dimana disparitas indeks akses terhadap pelayanan
publik antar daerah mengecil.

Berkurangnya kesenjangan fiskal antar daerah yang tercermin
dari penurunan rasio gini pengeluaran per kapita daerah.
Meningkatnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
pendapatan daerah.

Hasil audit pemerintah daerah yang lebih baik

Namun, secara umum permasalahan ini belum sepenuhnya
hilang karena disparitas baik dalam akses pemberian layanan
masyarakat maupun disparitas fiskal antara daerah masih tetap

terjadi.

Berdasarkan berbagai kajian yang ada, terdapat berbagai

permasalahan yang berasal dari regulasi maupun pemerintah
10
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b)

daerah sendiri, yang berakibat kepada inefisiensi dalam belanja

daerah. Beberapa diantaranya adalah:

Adanya efek alokasi belanja petahana dalam pemilihan kepala
daerah (pilkada), yang dikenal sebagai efek political budget
cycle (PBC);

Lemahnya tata kelola (governance) pemerintah daerah yang
menimbulkan inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, baik
allocative inefficiency maupun productive inefficiency; dan
Dukungan penganggaran pusat dan daerah yang belum optimal

dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan di daerah.

Penyelesaian permasalahan-permasalahan di atas menjadi
syarat penting (necessary) bagi suksesnya sinergi pembangunan
pusat dan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat menjadi
opsi menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Desain
transfer pusat dapat dirancang untuk peningkatan efisiensi
belanja daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal juga memiliki
instrumen yang dapat berfungsi sebagai mekanisme insentif;
baik reward maupun penalty. Peran insentif dalam skema
desentralisasi fiskal sangat sesuai dengan arah perkembangan
teori desentralisasi fiskal terkini yang mengadopsi Second
generation fiscal federalism (SGFF). Apabila First generation
fiscal federalism (FGFF) mengasumsikan adanya perencanaan
sosial ekonomi yang sempurna, sehingga melalui desentralisasi
fiskal pemerintah daerah dapat bekerja dengan mudah

11
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memenuhi kebutuhan masyarakat, maka SGFF menitik-beratkan
pada situasi informasi dan perencanaan yang belum sempurna.
Dalam SGFF berbagai stakeholder lembaga politik dan fiskal
memiliki peranan penting dalam optimalisasi sumber daya, dan
mereka sangat responsif terhadap insentif dalam rangka
maksimalisasi utilitasnya. Disinilah peran insentif menjadi

penting dalam desain desentralisasi fiskal.

Weingast (2009) menjelaskan Pendekatan FGFF dan SGFF
merupakan teori yang saling mendukung, dimana FGFF
mencoba mengoptimalkan kepuasan tanpa melihat insentif dari
kinerja atau performa pejabat daerah, termasuk dorongan politik
dalam penggunaan fiskal. Sedangkan SGFF berpretensi bahwa
dalam setiap kebijakan yang diambil, selalu ada insentif yang
melatarbelakanginya, termasuk alasan politik di balik kebijakan
tersebut. Weingast (2009) menyebutkan bahwa SGFF memiliki
tiga fokus terkait dengan insentif ini, yaitu: Pertama, SGFF
mempertimbangkan desain transfer ke daerah yang dapat
didesain sebagai insentif untuk optimalisasi pencapaian hasil;
Kedua, SGFF memperhitungkan penggunaan sistem perpajakan
sebagai insentif fiskal dalam kebijakan daerah; Ketiga, SGFF

menganalisis interaksi demokrasi dan desentralisasi.

Pidato ini akan membahas urgensi penyelesaian berbagai
masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah serta bagaimana
meningkatkan sinergi pembangunan pusat dan daerah, diakhiri
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dengan membahas bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal
yang berbasis kepada Second generation fiscal federalism
(SGFF) dapat direkomendasikan untuk menjawab permasalahan
di atas.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,
Kilas Balik Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Semenjak 1 Januari 2001, Indonesia memasuki era baru
dalam sistem pemerintahan, dimana sebagian besar urusan untuk
pelayanan dasar yang sebelumnya berada di tangan pemerintah
pusat didaerahkan melalui kebijakan desentralisasi, yang juga
disebut sebagai kebijakan otonomi daerah. Sejatinya kebijakan
desentralisasi ini sudah tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dimana dalam
pasal 7 dinyatakan bahwa melalui otonomi daerah, maka Daerah
berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 tersebut,
otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat Il yang dikenal
sebagai Kabupaten/Kota. Namun dengan berjalannya waktu,
realisasi otonomi daerah ini sepenuhnya baru dapat terwujud
pada tahun 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang

13
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Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bertolak belakang dengan UU No. 5/1974, maka dalam
UU Nomor 22 Tahun 1999 diletakkan konsep otonomi yang luas
kepada daerah, di mana semua urusan pemerintahan adalah
urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan
fiskal nasional, serta agama yang menjadi kewenangan absolut
pemerintah pusat. Pembagian urusan dari pusat ke daerah ini
menjadi tonggak paradigma baru yang memiliki harapan bahwa
pelayanan masyarakat di daerah akan lebih baik dan lebih
berkualitas bila dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
setempat. Desentralisasi urusan ini disertai pula dengan
desentralisasi administrasi, khususnya pegawai pemerintah pusat
yang didaerahkan; yang mayoritas adalah pegawai pelayanan
kesehatan di puskesmas, serta guru-guru tingkat Sekolah Dasar
sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Mengingat besarnya
urusan serta skala administrasi yang didaerahkan maka
desentralisasi di Indonesia sering kali disebut sebagai big bang

decentralization (Hofman, Kaiser, 2004).

Sejalan dengan waktu, terjadi pembaharuan undang-
undang terkait pemerintahan daerah, menjadi UU No. 32/tahun
2004, dan pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah diatur
dengan lebih detil melalui PP No. 38 Tahun 2007 tentang

14
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Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Semenjak tahun 2014 pembagian urusan dan
penjelasannya ini diatur dengan UU No. 23/Tahun 2014.
Gambar 2 menyajikan ringkasan atas pembagian urusan antara
pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan UU No. 23/Tahun
2014 Bab 1V pasal 9, yang terbagi menjadi 3 (tiga) urusan yaitu
: urusan absolut pemerintah pusat, urusan konkuren (dikerjakan
bersama antar tingkat pemerintahan), dan urusan pemerintahan
umum (urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Presiden sebagai kepala pemerintahan).

Untuk memastikan bahwa urusan yang didaerahkan
memenuhi kualitas/standar pelayanan yang diharapkan, maka
Pemerintah Pusat melalui kementerian teknis menerbitkan yang
disebut dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria),
yang berupa guideline bagi pemerintah daerah dalam
menjalankan urusan-urusan yang semula ditangani oleh
Pemerintah Pusat. Selain itu, untuk pelayanan wajib yang
bersifat dasar (basic services) dikenakan juga standar pelayanan

minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
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Gambar 2. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan

Daerah

Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Absolut Pemerintah Pusat

32 urusan memeriukan NSPK
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«  Agama

Urusan Pemerintahan M Urusan Pemerintahan
Pilihan Wajib

(8 urusan) (24 urusan)
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— Perlu SPM

rusan)

Wajib Bukan
Pelayanan Dasar

(18 urusan)

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota

Catatan;
NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kiteria (Guideline untuk Pemda)
SPM + Standar Pelayanan Minimum

Sumber: UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengingat beragamnya kondisi daerah, dimana beberapa
daerah memiliki permasalahan khusus yang memerlukan
perhatian, maka kebijakan desentralisasi juga mengadopsi
desentralisasi asimetri (asymmetric decentralization), yang
dikenal dalam undang-undang sebagai daerah (otonomi) khusus
seperti Provinsi DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota.
Dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa provinsi lainnya,
yaitu Aceh, Papua, dan Yogyakarta yang memperoleh otonomi
khusus. Awalnya desentralisasi asimetris ini dilakukan secara
terbatas dalam lingkup politik, sesuai kondisi dan urgensi
permasalahan yang ada. Namun wacana yang berkembang,
desentralisasi asimetris mulai dipertimbangkan untuk aspek lain.
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Secara kemungkinan

3 (tiga)
implementasi desentralisasi asimetris pada suatu negara, dan

prinsip, terdapat
tidak tertutup kemungkinan suatu negara mengadopsi ke 3 (tiga)
jenis desentralisasi asimetris ini sekaligus dalam kebijakan
desentralisasinya. Desentralisasi asimetris dapat berbasis kepada
kondisi : (1) politik, (2) fiskal, maupun (3) administrasi
(manajemen). Pada umumnya negara-negara federal menganut
desentralisasi asimetris secara luas, sedangkan untuk negara
kesatuan, konsep desentralisasi asimetris dilaksanakan secara
minimal, dan umumnya terbatas kepada asimetris berbasis
politik (political asymmetric decentralisation). Gambar 3
menunjukkan 3 (tiga) konsep desentralisasi asimetris yang

diadopsi oleh berbagai negara di dunia (OECD, tahun 2019).

Gambar 3. Desentralisasi Asimetris

* Relaksasi aturan atau hukum

* Kekuatan adaptasi hukum dan peraturan (primer
atau sekunder)

* Penggunaan referendum

« Keterwakilan di lembaga-lembaga nasional

« Konstitusi/pengaturan politik daerah khusus

+ Sistem pemilu

Struktur politik internal (misalnya organisasi
pemerintah daerah)

« Diferensiasi alokasi
kewenangan
perpajakan/pengecualian
khusus

« Hibah khusus

« Aturan fiskal

+ Otonomi anggaran

« Akses terhadap
pinjaman/pasar keuangan
(pembiayaan obligasi)

Sumber : OECD (2019)
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+ Kemampuan untuk membuat

kontrak

* Penciptaan perusahaan

kabupaten/kota

« Kemitraan pemerintah-swasta
* Pengawasan Penyesuaian

norma/standar

Refleksi Peran...Benedictus Raksaka Mahi; FEB Ul; 2023



Refleksi Peran Desentralisasi Fiskal bagi Pembangunan Daerah:
Relevansinya di Masa Kini dan Mendatang

Dalam wacana otonomi daerah di Indonesia,
dimungkinkan pula adanya pemekaran daerah (pembentukan
daerah baru), namun demikian, mulai tahun 2006 pemerintah
telah melakukan moratorium (penghentian) pembentukan
daerah otonom baru (DOB), kecuali untuk wilayah Papua. Selain
itu wacana otonomi daerah di Indonesia di perkaya juga dengan
hadirnya Desa sebagai unit pembangunan terkecil yang otonom,
melalui lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam
sistem kepemerintahan di Indonesia, desa merupakan bagian dari
subsistem pemerintahan kabupaten/kota, tetapi memiliki
otonomi dalam pelayanan publik bagi masyarakat desa setempat,
termasuk pemilihan kepala desa.

Kebijakan desentralisasi fiskal diperkenalkan melalui
UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah, yang sejak awal bertujuan untuk mendukung
pembiayaan urusan yang didaerahkan, yang dikenal dengan
prinsip Money Follows Functions. Kebijakan desentralisasi
fiskal memberikan kepastian bahwa urusan yang didaerahkan
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah
Daerah. Semenjak diperkenalkan di tahun 1999, UU yang
mengatur tentang kebijakan desentralisasi fiskal ini telah
mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu menjadi UU
No. 33/2004 dan terakhir menjadi UU No. 1/2022 tentang
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Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (HKPD).

Kebijakan desentralisasi fiskal secara umum terdapat 2
(dua) metode, vyaitu desentralisasi fiskal berdasarkan
pengeluaran dan desentralisasi fiskal berdasarkan penerimaan.
Dalam desentralisasi fiskal berbasis pengeluaran, kewenangan
untuk belanja didaerahkan dari Pusat kepada Daerah. Sementara
dalam desentralisasi fiskal berbasis penerimaan, maka
Pemerintah Pusat mendelegasikan beberapa jenis pajak maupun
penerimaan bukan pajaknya untuk dipungut langsung oleh
Pemerintah Daerah, sehingga dapat dipergunakan langsung
untuk pembiayaan urusan yang didesentralisasikan. Namun
sejak awal, desentralisasi fiskal di Indonesia berbasis
pengeluaran. Hal ini dimaknai agar pemerintah daerah memulai
desentralisasinya dengan mengelola pengeluarannya secara
bijaksana dalam rangka memenuhi pelayanan publik di

daerahnya.

Untuk menjembatani antara besarnya pengeluaran yang
dibutuhkan dengan pendapatan asli daerah (PAD), maka
pemerintah daerah memperoleh transfer dari pemerintah pusat
dalam bentuk Dana Bagi Hasil (yang berasal dari sumber daya
alam dan pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK). Proporsi transfer pusat terhadap pendapatan
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daerah di Indonesia tergolong besar bila dibandingkan dengan

beberapa negara lain, seperti terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Proporsi Transfer Pusat dalam Penerimaan
Daerah (%, 2020)
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Lithuania 87
1NCONESi 21— 84

Belanda 74

Brazil ——————E———————— ()
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Turki T (]
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Kanada 46
China — sssssssses——— 45
Finlandia 33
Afrika Selatan ~ ————— 33
Portugal 31
Perancis 23
Kyrgyzstan s 14
Switzerland 10
Islandia 10
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Proporsi transfer pemerintah pusat ke daerah terhadap penerimaan
pemerintah daerah (%)

== Negara non-Eropa Negara Eropa (atau negara Barat)

Sumber: IMF Global Financial Statistics; OECD Fiscal
Decentralization Database (2020)

Rasio penerimaan pajak daerah terhadap produk
domestik bruto (PDB) di Indonesia tergolong relatif rendah.
Dikutip dari data realisasi APBD di Indonesia, dalam tahun

2019, rasio pajak daerah terhadap PDB masih berada di sekitar
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angka satu persen. Sebagai perbandingan, di dunia terdapat
negara dengan rasio pajak daerah terhadap PDB yang relatif
tinggi, seperti di Swedia, yang mencapai 16%. Di Swedia
dimungkinkan pemerintah daerah memungut juga pajak
penghasilan melalui mekanisme piggy-backing income tax.

Tabel 1 memberikan gambaran tentang local tax ratio di

berbagai negara.

Rasio
Sumber pajak daerah sebagai % dari
Pajak
Negara total penerimaan daerah Daerah
terhadap
Penghasilan | Penjualan | Tanah/Bangunan | Lainnya | PDB (%0)
Federal | 38.8 93 48.8 2.9 4]
Australia | 0 0 100 0 44
Belgia 86.5 13.% 0 03 21
Meksiko |0 26 86.7 10.8 0.1
Austria 5 3 29.7 2] 51 44
Kesatuan | 38 16.8 31.6 9.1 4.8
Swedia 100 0 ] 0 16
Irlandia 0 0 100 0 0.6
Hungaria | 0.8 76.2 225 0.4 2
Portugal | 21.6 33.7 445 0.2 23

Sumber: Harry Kitchen, Trent University, 2003, p.5.
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Semenjak dilaksanakannya kebijakan desentralisasi
fiskal per 1 Januari 2001, maka transfer pusat ke daerah
mengalami peningkatan yang signifikan, dengan pertumbuhan
rata-rata sebesar 11.8% per tahun dalam periode 2001-2022
(Gambar 5). Adapun porsi terbesar dari transfer ke daerah
adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum, namun demikian,
semenjak tahun 2015, terjadi peningkatan proporsi Dana Alokasi
Khusus dalam transfer ke daerah. Secara umum, total transfer
pusat ke daerah menempati kurang lebih sepertiga dari total

belanja Pemerintah Pusat.

Gambar 5. Alokasi Transfer ke Daerah
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Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Sejalan  dengan perlunya memperbaiki  kinerja
pemerintah daerah, maka dalam UU No. 1 Tahun 2022, tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), transfer Dana
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Alokasi Umum, seperti tercantum pada Pasal 128 ayat (1),
digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan
minimal (SPM) berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan
daerah. Ketentuan baru alokasi transfer DAU ini
mempertimbangkan perbedaan kinerja pemerintah daerah.
Untuk daerah dengan kinerja yang baik, maka Dana Alokasi
Umum (DAU) diberikan dalam bentuk block grant (penggunaan
tidak ditentukan oleh pusat), namun bagi daerah yang berkinerja
buruk, alokasi DAU diberikan dalam bentuk specific grant
(penggunaan ditentukan pusat dan dimonitor hasilnya). Gambar
6 memberikan ringkasan strategi alokasi DAU berdasarkan UU
No. 1 Tahun 2022.

Gambar 6. Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Skema UU

SG untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
Block Grant SG untuk kecamatan
Penggunaan tidak ditentukan
= SG untuk pendidikan

No.1 Tahun 2022

. Specific cﬁrant -
"nggun‘q,audﬁﬁtukan e SG untuk kesehatan

SG untuk infrastruktur (pekerjaan Umum)

Proporsi Block Grant dan Specific Grant ditentukan berdasarkan pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan/atau
indikator kinerja:

« Daerah dengan kinerja baik - memperoleh bagian Block Grant yang lebih besar
+ Daerah dengan kinerja kurang memuaskan - memperoleh bagian Specrfc Grant yang lebih besar
DAU Earmark Grant digunakan untuk kegiatan yang indikator kinerja.
ek | | kesewanan |

*  Alokasi DAU Specific Grant didasarkan ‘Alokasi DAU Specific Grant didasarkan pad Alokasi DAU Specific Grant didasarkan pada ‘Alokasi DAU Specific Grant didasarkan:
pada slokas dana ke desa (eA¥ahien) dan | | pencapeian Standar Playanan Miims! SPM)  Indoks Kinera Polayanan Kesehatan yong
kebutuhan pembayaran gaji pegawai negeri Pendid difitung dengan menggunakan data: icecs K1 ceyanen e cen Ui

sipil (PPPK). + Harapan hidup dihitung dengan menggunakan dat
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5. Kualtas Sinyal Telepon dan Internet.

Sumber: Paparan TKD Ditjen Perimbangan Keuangan (2023)
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Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,
Peran Desentralisasi Fiskal dalam Pembangunan Daerah

Dalam berbagai literatur, peran nyata desentralisasi
fiskal bagi pembangunan daerah dicerminkan dari dampaknya
terhadap pertumbuhan ekonomi, maupun indikator sosial
ekonomi lainnya. Kajian terhadap pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan secara komprehensif
olen Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2002) dengan
menggunakan data Amerika Serikat. Kajian tersebut
menemukan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga kajian
yang dilakukan Jean-Philippe Meloche et al. (2004) untuk
negara-negara OECD, membuktikan adanya peran positif
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara
itu, beberapa studi mengenai dampak desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga menunjukkan
hasil positif, antara lain kajian yang dilakukan oleh Ismail dan
Hamzah (2006) dan Wibowo (2008).

Kajian lainnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal
meningkatkan pengadaan fasilitas publik yang lebih baik (Bird
& Vaillancourt, 2009) dan mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah (Martinez-Vazquez & McNab, 2003). Martinez-Vazquez
& McNab (2003) menjelaskan bahwa transfer fiskal ke daerah
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akan meningkatkan pendapatan daerah dan kapasitas fiskal
daerah dalam menyediakan infrastruktur publik dan bantuan ke
masyarakat sehingga mempengaruhi peningkatan konsumsi
masyarakat di daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, walaupun secara umum pengaruh
desentralisasi  fiskal memiliki dampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan publik ke
masyarakat, tetapi dampaknya masih belum optimal. Tren
perbaikan secara menyeluruh memang positif, namun
kesenjangan antar daerah dalam akses pelayanan masih terjadi
(Gambar 7).

Gambar 7. Kesenjangan Antar Daerah dalam Akses
Layanan
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1. Rate-rata akses layanan mencakup kelahiran dengan bantuan tenaga kesehatan, angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama, angka partisipasi kasar
sekolah menengah atas, akses air bersih dan akses sanitasi yang aman
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Sumber: Paparan Bank Dunia dalam Seminar “Kebijakan
Desentralisasi Fiskal Indonesia untuk Dekade Mendatang”

(2023)

Dari berbagai kajian ditemukan beberapa faktor yang
berpengaruh terhadap efektifitas desentralisasi fiskal bagi
pembangunan daerah, diantaranya adalah masih belum
efisiennya belanja pemerintah daerah. Beberapa studi terdahulu
menunjukkan ada beberapa faktor yang signifikan
mempengaruhi terjadinya inefisiensi belanja daerah, diantaranya

adalah:

Keberadaan Political Budget Cycle yang merupakan indikasi
adanya mata anggaran tertentu yang mengalami kenaikan drastis
menjelang pilkada, sehingga menimbulkan allocative
inefficiency dari anggaran, dimana alokasi anggaran tidak sesuai
dengan preferensi masyarakat secara umum;

Lemahnya tata kelola (governance) pemerintah daerah yang
menimbulkan baik allocative inefficiency maupun productive
inefficiency dari anggaran; dan

Dukungan Penganggaran Pusat dan Daerah yang belum optimal

dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan di daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan
daerahnya tercermin dalam perencanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) maupun implementasi
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(pelaksanaan) APBD. Alokasi dan pelaksanaan anggaran yang
tepat akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan
dan pelayanan publik masyarakat di daerah. Berdasarkan data
keuangan daerah yang diperoleh hingga tahun 2022, komposisi
belanja pemerintah daerah masih berpusat kepada belanja rutin,
seperti untuk belanja pegawai dan belanja barang, dimana
proporsi belanjanya mendekati 69% dari total belanja di
kabupaten/kota, dan 65% di tingkat provinsi. Adapun proporsi
belanja modal pemerintah daerah masih relatif lebih rendah
(Tabel 2). Selain itu, efek multiplier belanja total pemerintah
daerah masih cenderung lebih rendah dari pemerintah pusat
(Gambar 8).
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Tabel 2. Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2006-2022

Kabupaten/Kota Provinsi
Tahun Belanja Belanja Belanja Belanja Modal
Rutin Modal Rutin
2006 64.27% 32.29% 32.02% 28.04%
2007 65.85% 30.84% 52.14% 25.76%
2008 68.39% 28.39% 37.70% 21.33%
2009 70.64% 25.84% 534 26% 23 80%
2010 7527% 21.24% 55.71% 22 59%
2011 75.68% 21.23% 37.14% 19.92%
2012 73.84% 22.96% 61.46% 16.70%
2013 71.99% 24.71% 61.02% 1795%
2014 71.71% 2493% 56.72% 16.80%
2015 68.60% 24.54% 37.19% 18.28%
2016 63.26% 23.87% 60.99% 16.95%
2017 65.03% 21.87% 64.54% 15.41%
2018 66.96% 19.85% 66.23% 15.78%
2019 65.70% 20.34% 65.09% 14 25%
2020 67.92% 15.79% 67.16% 14.61%
2021 68.93% 16.01% 69.30% 11 48%
2022 68.96% 16.05% 65.31% 14.93%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2022)
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Gambar 8. Efek Multiplier Belanja Total
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Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, diolah (2019)

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Pentingnya Efisiensi Belanja Daerah Bagi Pertumbuhan

Ekonomi

Desentralisasi fiskal mampu menghadirkan pertumbuhan
ekonomi yang optimal melalui efisiensi belanja pemerintah

daerah. Desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah
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untuk meningkatkan produktivitas anggarannya dan melakukan
penyederhanaan birokrasi untuk mencapai tujuannya (Peterson
& Muzzini, 2005). Kemampuan adaptasi dan menyesuaikan diri
dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik daerah
menjadi nilai tambah desentralisasi fiskal untuk mendorong

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bardhan (2002) menunjukkan bahwa desentralisasi
fiskal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
efisiensi belanja, namun juga melalui intergovernmental
competition. Kehadiran kompetisi antara pemerintah daerah
menjadi dorongan bagi masing-masing pemerintah daerah untuk
terus mengevaluasi kinerja fiskal agar menjadi lebih efisien.
Pada prinsipnya, makin bagusnya pengelolaan (akuntabilitas)
fiskal suatu daerah akan menarik masuknya penanaman modal
yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi

daerah.

Meskipun banyak penelitian yang menjelaskan
hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan
pertumbuhan ekonomi, namun kajian untuk Indonesia (data
tahun 2000-2007) menggunakan model Akai dan Sakata (2002)
dengan indikator desentralisasi fiskal berupa rasio penerimaan
asli daerah (PAD) terhadap penerimaan total, menunjukkan
dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Mahi, 2010).
Hal ini terjadi karena adanya inefisiensi dalam pemungutan
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PAD, karena saat itu jenis pajak dan retribusi yang dipilih oleh
pemerintah daerah melalui mekanisme open list berakibat
timbulnya kenaikan biaya usaha dan distorsi ekonomi. Namun
sejak tahun 2009, dianut konsep closed list, dimana pilihan jenis
pajak dan retribusi yang dapat dipungut pemerintah daerah sudah
diatur dalam UU No. 28 tahun 2009, untuk meminimumkan efek

inefisiensi dalam pemungutan PAD.

Efisiensi dari segi belanja daerah bila diterapkan terbukti
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan
indikator efisiensi belanja yang dihitung dengan metode
nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA), dampak dari
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih
besar bila daerah memiliki efisiensi belanja yang baik (Mahi et
al., 2023; Andriani, 2015). Tingkat efisiensi belanja yang baik
mengindikasikan Kketerampilan pemerintah daerah dalam
mengelola anggaran yang terbatas untuk mencapai tingkat

pembangunan yang diharapkan.
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Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Belanja
Daerah

Pengaruh Politik Siklus Anggaran (Political Budget Cycle)

Analisa terhadap keberadaan politik dalam penyusunan
anggaran merupakan kajian penting bagi negara-negara yang
menerapkan desentralisasi politik ke daerah dalam sistem
kepemerintahannya. Dampak politik dalam penyusunan
anggaran dikenal sebagai Political Budget Cycle (PBC).
Keberadaan PBC merupakan indikasi adanya anggaran tertentu
yang mengalami perubahan drastis menjelang pemilihan kepala
daerah, dengan maksud untuk memperoleh dukungan dari
pemilih. Hal ini biasanya terjadi apabila petahana ikut serta

dalam pilkada.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Drazen dan Eslava
(2010), Rogoff dan Sibert (1988), & Sjahrir et al. (2014). Dalam
penelitiannya, Sjahrir et al. (2014) menunjukkan adanya pola
PBC di Indonesia sejak terlaksananya pilkada langsung. Hal ini
memungkinkan petahana untuk melakukan perubahan alokasi
anggaran ke fungsi anggaran yang lebih visible sehingga
memberikan sinyal pembangunan daerah ke masyarakat.
Kondisi tersebut lebih lanjut dijelaskan Drazen dan Eslava

(2010) sebagai potensi dari adanya overbudgeting dan
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underbudgeting pada mata anggaran tertentu, yang berpotensi

memicu inefisiensi belanja daerah.

Berdasarkan kajian Gilbert (2021), beberapa provinsi
memiliki indikasi PBC pada beberapa jenis anggaran tertentu.
Hal ini dapat dimaknai keberadaan strategi spesifik yang berbeda
untuk setiap daerah di saat pilkada dalam menarik minat
masyarakat. Pola PBC di sejumlah provinsi di Indonesia,
berbeda dalam fokus anggaran yang dipilihnya sebagai upaya
menarik perhatian pemilih, misalnya Aceh (Pendidikan),
Sumatera Barat (Pendidikan), Kepulauan Riau (Perlindungan
Sosial), Jambi (Kesehatan), Jawa Barat (Pelayanan Umum,
Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Kesehatan, dan
Perlindungan Sosial), Banten (Infrastruktur), Kalimantan
Tengah (Pelayanan Umum), dan Kalimantan Selatan
(Infrastruktur). Eksistensi PBC di Indonesia juga dijumpai dari
penelitian Rahmawati & Khoirunurrofik (2021) yang berfokus
pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Lebih
lanjut, Rahmawati & Khoirunurrofik menemukan adanya
kecenderungan kenaikan anggaran yang terkait PBC dapat

terjadi dua tahun sebelum pilkada.
2. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kinerja Belanja Daerah juga dipengaruhi oleh tata kelola

pemerintahannya. Daerah-daerah yang memiliki kinerja rendah
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dalam tata kelolanya, cenderung memiliki kinerja belanja yang
lebih rendah, dilihat dari outcome urusan yang menjadi
kewenangan daerah. Dengan menggunakan proxy nilai (skor)
WTP, diberikan ilustrasi pada Tabel 3 bahwa provinsi yang
memiliki kinerja skor WTP yang baik, cenderung memiliki
capaian outcome yang lebih tinggi dibandingkan dengan

provinsi dengan capaian skor WTP yang lebih rendah.

Tabel 3. Capaian Pembangunan Daerah dan Status WTP

Daerah dengan
Daerah dengan Status
Capaian Pembangunan Daerah Status WTP
WTP Baik
Kurang Baik
Angka Partisipasi Kasar Perguruan
£ o N 35,00 3399
Tinggi
Angka Partisipasi Kasar SMA 87,29 88,18
Angka Partisipasi Kasar SMP 91,34 89.80
Angka Partisipasi Kasar SD 106,22 107,23
Proses Kelahiran Ibu dengan Tenaga
97,57 92.40
Kesehatan
Akses Air Minum 90,48 85,65
Akses Sanitasi 84.89 78,27
Tingkat Kemiskinan 958 10,81
Indeks Pembangunan Manusia 73,29 71,04

Sumber : SUSENAS, diolah (2022)

34

Refleksi Peran...Benedictus Raksaka Mahi; FEB Ul; 2023



Benedictus Raksaka Mahi

Pengaruh dari tata kelola pemerintah daerah dapat
dielaborasi melalui efeknya terhadap pelaksanaan belanja
kesehatan. Sejak ditetapkannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Mandatory Spending, belanja kesehatan secara umum telah
mengalami peningkatan yang signifikan, dengan kewajiban
alokasi minimum di sektor kesehatan sebesar 5 % dari APBN
dan 10 % dari APBD. Namun, Indonesia masih tergolong
memiliki masalah dalam malnutrisi pada balita, di mana
prevalensi stunting, wasting, dan underweight sebagai indikator
gizi masih belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh WHO
(World Health Organization).

Temuan yang dihasilkan dari penelitian Utomo (2020)
menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah daerah pada
dasarnya efektif dan signifikan dalam menurunkan angka
stunting, underweight, dan wasting, namun ini bisa berjalan baik
bila dipadukan dengan tata kelola pemerintah daerah (good
governance) yang baik dalam merencanakan dan implementasi
kebijakannya. Sebagai indikator good governance pemerintah
daerah digunakan data hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD). Sumber informasi utama dari
nilai skor EKPPD didapat dari Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian
Dalam Negeri. EKPPD dilaksanakan dengan cara menghitung

dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu
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Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi. Indeks
Capaian Kinerja memiliki bobot 95% dari total indeks EKPPD.
Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari
penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran

Pelaksana Kebijakan.

Pada dasarnya, karakteristik belanja yang memiliki tata
kelola pemerintahan yang baik adalah mengakomodasikan
partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam perencanaan,
penganggaran maupun pelaksanaannya (parcipatory planning,
budgeting, and implementation), berorientasi kepada masyarakat
luas, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil
dan inklusif, serta taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Bagaimana karakteristik tadi dipergunakan dalam pengelolaan
keuangan daerah, akan menjadi penentu seberapa bagus tata
kelola yang diadopsi dalam manajemen keuangan daerah.

Adopsi tata kelola yang lebih baik tampak nyata dalam
pengelolaan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan-
perubahan yang mulai dilakukan semenjak tahun 2016
diantaranya adalah: (a) berorientasi kepada bottom-up approach,
dimana pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam
pengusulan proposal kegiatan yang akan dibiayai melalui DAK,
dan proposal ini diverifikasi oleh pusat; (b) penyaluran DAK
yang berbasis kepada termin yang lebih realistis (kuartalan) dan
berbasis pada capaian output; serta (C) penggunaan sistem
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informasi yang lebih baik dalam pengusulannya, dari segi
perencanaan maupun penganggaran. Dari catatan di atas,
mekanisme alokasi dan pengelolaan DAK tampaknya sudah
lebih terkelola; di satu pihak dalam pengusulan sudah
berdasarkan usulan dari daerah, di pihak lain dalam
implementasi juga dipertimbangkan proses pelaksanaan
anggarannya yang lebih realistis. Kajian terhadap perubahan tata
kelola DAK ini menunjukkan bahwa perubahan tata kelola
alokasi DAK berdampak positif dalam meningkatkan efektifitas
DAK untuk memperbaiki efisiensi belanja daerah (Mahi et al.,
2023).

3. Pembagian Urusan dan Penganggaran Daerah

a. Pembagian Urusan

Salah satu isu yang kerap muncul terkait dengan belanja
daerah adalah pembagian urusan dan kewenangan antara pusat
dan daerah. Desentralisasi di Indonesia mengenal adanya urusan
yang bersifat konkuren, yang pada hakikatnya adalah urusan-
urusan yang ada dikerjakan bersama antara pusat dan daerah.
Dalam pelaksanaannya dapat terjadi urusan tersebut mungkin
lebih efektif bila dikerjakan oleh salah satu tingkat
pemerintahan; bisa yang tingkat yang lebih tinggi, atau
sebaliknya, lebih efektif bila dilakukan oleh tingkat yang lebih
rendah. Selain itu, dalam pembagian urusan, terkadang masih
adanya urusan yang belum jelas siapa pemilik kewenangannya,
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misalnya, terdapat urusan yang secara peraturan di dalam
kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota, tapi  dalam
pelaksanaannya, kegiatan atau programnya tidak tercantum
sebagai bagian urusan kabupaten/kota. Terkadang hal ini
menyulitkan bagi daerah dalam melaksanakan program

kegiatannya.

Terkait dengan efektifitas tingkat pemerintahan, Kameda
et al. (2022) melakukan analisa perbandingan produktivitas
belanja modal berdasarkan tingkat pemerintahan dengan
menggunakan data proyek-proyek yang dikelola oleh tingkat
pemerintahan di Jepang. Dari penelitiannya ditemukan bahwa
proyek-proyek pemerintah daerah tanpa pendanaan pemerintah
pusat adalah yang paling produktif dibandingkan jenis proyek-
proyek lain, disusul oleh proyek-proyek pemerintah pusat.
Sementara itu, proyek pemerintah daerah dengan bantuan

pemerintah pusat adalah yang paling tidak produktif.

Sementara itu, dengan menggunakan data di Indonesia,
terbukti bahwa belanja infrastruktur yang dikelola oleh
pemerintah provinsi, baik menggunakan dana yang berasal dari
APBD maupun yang berasal dari dana dekonsentrasi yang
dikelola oleh provinsi, secara signifikan lebih efektif dalam
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, maupun indikator
sosial-ekonomi  lainnya, dibandingkan dengan belanja
infrastruktur yang dikelola oleh kabupaten maupun kota (Mahi
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dan Budy Resosudarmo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa
dalam pembagian urusan, sektor-sektor tertentu, seperti halnya
infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas yang lebih
besar, sebaiknya dikelola oleh tingkat pemerintahan yang lebih
tinggi.

Pembagian urusan pusat dan daerah di masa lalu sempat
dilakukan peninjauan dari segi eksternalitas urusannya, misalnya
melalui UU No. 23 Tahun 2014 terjadi peralihan kewenangan
pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada
pemerintah provinsi. Hal ini menandakan bahwa pembagian
urusan adalah persoalan yang dinamis, yang selalu terbuka untuk
dilakukan peninjauan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut
dalam pembagian urusan pusat dan daerah, yaitu: akuntabilitas,

efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis.
b. Penganggaran Daerah dan Sinergi Fiskal Nasional

Krisis ekonomi sebagai akibat pandemi yang lalu
memberikan pelajaran berharga perlunya ada penyelarasan
kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sinergi
kebijakan fiskal nasional ini kemudian diatur secara khusus
dalam UU No. 1/Tahun 2022 Bab VIII. Dalam penjelasan,
diuraikan maksud dari sinergi yang dilakukan, yaitu sinergi
dalam rangka mendukung pengelolaan fiskal pusat dan daerah

yang terintegrasi, antara lain adalah refocusing, penyesuaian
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belanja daerah dan belanja pusat, mendukung kebijakan anti-
cyclical, serta penyelarasan kebijakan fiskal nasional dan target

capaian pembangunan.

Dalam Pasal 169 ayat 2 dijelaskan bagaimana strategi
sinergi ini dapat dilakukan, yaitu meliputi 5 (lima) langkah,
dimana salah satunya yaitu poin (d) adalah sinergi bagan akun
standar (BAS). Yang dimaksud dengan sinergi bagan akun
standar diperlukan setidaknya melalui penyelarasan program dan
kegiatan serta keluaran, dengan kewenangan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Akun Standar memiliki peran strategis dalam
pengelolaan keuangan pemerintah, merupakan daftar kodefikasi
dan Klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan
digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini digunakan

dalam sistem yang terintegrasi.

Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai
disadari pentingnya Bagan Akun Standar (Chart of Account)
dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, pada
tahun 2013 diterbitkan Permendagri 64 Tahun 2013 yang secara

khusus mengatur tentang Penerapan Standar Akuntansi
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Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang
kemudian direvisi dengan Permendagri 90 Tahun 2019, dimana
perbedaannya terletak kepada jumlah akun, jumlah digit kode
akun, dan perbedaan kode akun. Semenjak pandemi, disadari
bahwa akun-akun yang ada perlu dilakukan pemuktahiran
dengan cepat untuk mewadahi kebutuhan yang ada, untuk itu
saat ini hal tersebut dilakukan dengan menggunakan Keputusan
Menteri Dalam Negeri.

Di satu sisi dapat dipahami perlunya Bagan Akun
Standar ini sebagai bagian dari strategi konsolidasi fiskal
nasional, namun di sisi lain disadari tantangan yang dihadapi
dalam implementasi BAS ini ditinjau dari keragaman kapasitas
SDM pemerintah daerah, maupun dalam keragaman sistem
informasi yang digunakan. Saat ini, setidaknya terdapat
pemerintah deerah yang mengadopsi  Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan Kemendagri,
namun sebagian besar menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem
Informasi Manejemen Daerah) yang dikembangkan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta ada
yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
dan Pelaporan (SIMRAL) yang dikembangkan oleh Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan berbagai
aplikasi lain yang dikembangkan oleh masing-masing

Pemerintah Daerah sendiri. Hal-hal ini perlu menjadi catatan
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untuk penyelesaiannya, paling tidak perlu adanya pemikiran
integrasi antar Sistem Informasi sebelum memberlakukan

kebijakan Satu Aplikasi.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan
Kerja Sama Antar Daerah

Bila kita menginginkan adanya sinergi pembangunan
daerah, salah satu elemen penting adalah perlu didorong adanya
kerja sama antar daerah. Namun, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Ter-Minassian dan de Mello (2017),
pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam kerjasama harus
dapat menerapkan kebijakan yang bermanfaat, dan menerapkan
kebijakan yang berbeda jika tidak ada kerja sama. Harus
diperhitungkan dengan baik, benefit dan cost dari kerja sama
tersebut. Aspek penting lain dari kerja sama, termasuk
pertukaran informasi dan negosiasi, memantau dan mentaati
ketentuan perjanjian kerja sama, termasuk kejelasan atas
pembagian biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah yang
berpartisipasi (Hawkins, 2010; Randall et al., 2018).

Meskipun potensi manfaat dan biayanya sudah diketahui,
terdapat hambatan penting terhadap kerja sama antar pemerintah
daerah (OECD, 2017), yaitu adanya heterogenitas wilayah,
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mulai dari ukuran, struktur ekonomi, preferensi masyarakat dan
tingkat pembangunan sosio-ekonomi (Oh, Lee dan Bush, 2014).
Namun demikian, terlepas dari berbagai tantangan tersebut,
kerja sama antar pemerintah daerah dapat bermanfaat khususnya
dalam beberapa bidang, termasuk penyediaan barang dan jasa,
pengelolaan fiskal-keuangan, koherensi peraturan, serta
administrasi dan reformasi perpajakan. Kerja sama antar
pemerintah akan meningkatkan kapasitas administratif,
meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan
(pada skala yang tepat) dan, secara lebih umum, meningkatkan
tata kelola, profesionalisme dan efisiensi administrasi publik
melalui akses bersama terhadap inovasi, teknologi dan
keterampilan. Di Indonesia, kerja sama antar daerah diatur
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 22
Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah
lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Saat ini sudah
terdapat berbagai inisiatif kerja sama antar daerah di Indonesia,
namun demikian kerja sama yang terjadi belum memberikan
cerita-cerita sukses. Perlu diciptakan beberapa kebijakan insentif

agar tercipta kerjasama antar daerah yang berhasil positif.
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Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Penutup: Peran Desentralisasi Fiskal di Masa Kini dan
Mendatang

Menjadikan Pembangunan Daerah sebagai pendorong
pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi adalah pilihan yang
tepat, karena melalui desentralisasi telah banyak urusan dan
sumber daya yang telah didaerahkan. Namun, pembenahan
terhadap pengelolaan urusan yang telah didaerahkan maupun
pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi perhatian.
Kebijakan desentralisasi fiskal memiliki kemampuan adaptasi
dan dapat dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan
yang ada dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang
optimal. Beberapa catatan dan rekomendasi yang dapat
dipertimbangkan diantaranya adalah sebagai berikut:

Meningkatkan transparansi publik yang berkelanjutan. Hal
ini perlu dilakukan terutama dalam proses perencanaan,
penganggaran dan audit berbasis kinerja. Perencanaan dan
penganggaran partisipatif dipergunakan ekstensif pada awalnya
di Brasil, negara-negara Amerika Latin, dan Republik Afrika
Selatan. Selain itu, perlu diadopsi pula sistem audit berbasis
masukan masyarakat, sebagai contoh menggunakan social audit

dan citizen score card seperti dilakukan di India, yang

44

Refleksi Peran...Benedictus Raksaka Mahi; FEB Ul; 2023



Benedictus Raksaka Mahi

memungkinkan masyarakat memonitor dan menilai langsung

kinerja pemerintah daerah mulai dari desa.

2. Mempertimbangkan results-Based accountability. Pertama
kali diperkenalkan di Selandia baru dimana pengelola sektor
publik di daerah diperkenankan memiliki kebebasan dalam
pemilihan input, tetapi bertanggung-jawab terhadap hasil, yang
harus sesuai dengan kontrak kerja. Sistem ini memiliki kejelasan
tanggung jawab melalui sistem kontrak dalam rekrutmen tenaga

kerja di sektor publik.

3. Menggunakan secara luas ICT (Information and
Communication Technology). Penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi yang lebih ekstensif sangat diperlukan agar
pemerintah daerah makin memahami keinginan masyarakat

dalam pelayanan publiknya.

4. Meningkatkan peran mekanisme reward and penalty:

a. Sistem insentif (reward) untuk daerah: Saat ini dalam rangka
mewujudkan sistem insentif bagi pemerintah daerah dalam
berkinerja, telah ada Dana Insentif Daerah (DID). Namun,
format dari DID masih belum stabil dan berubah-ubah, belum
terkait langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Sebaiknya

pemerintah melalui kebijakan desentralisasi fiskal, dapat

45

Refleksi Peran...Benedictus Raksaka Mahi; FEB Ul; 2023



Refleksi Peran Desentralisasi Fiskal bagi Pembangunan Daerah:
Relevansinya di Masa Kini dan Mendatang

memfokuskan saja pada beberapa jenis kinerja penting yang
terkait dengan good governance dengan assessment yang solid,
dimana DID diberikan kepada pemerintah daerah yang
berprestasi. Sebuah governance performance award dapat
diberikan untuk beberapa kategori penting dalam rangka
perbaikan tata kelola pemerintah daerah, misalnya: (1)
Participatory planning, budgeting and audit; (2) Regional

development; (3) Socio-economic empowerment.

. Mengembangkan sistem sanksi (penalty) yang efektif: Bagi
daerah yang memiliki kinerja buruk, perlu dikembangkan sistem
sanksi yang lebih efektif. Saat ini dalam UU No. 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, telah
dikembangkan sistem transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang
berbasis kepada kinerja pemerintah daerah. Untuk daerah
dengan kinerja yang baik, maka alokasi DAU diberikan dalam
bentuk block grant (penggunaan tidak ditentukan oleh Pusat),
namun bagi daerah yang berkinerja buruk, alokasi DAU
diberikan dalam bentuk specific grant (penggunaan ditentukan
pusat dan dimonitor hasilnya). Kebijakan ini sudah mengarah
langsung kepada perbaikan kinerja pemerintah daerah, namun
perlu dilakukan modifikasi jenis transfer, untuk membedakan
antara transfer umum dan transfer sebagai bentuk perbaikan

Kinerja daerah.
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Salah satunya adalah dengan mengenalkan secara terpisah
performance-based grant. Mekanisme pada dasarnya sama
dengan yang telah diadopsi dalam UU No. 1 Tahun 2022,
dimana daerah berkinerja buruk memperoleh sebagian DAU
dalam bentuk block grant, tetapi sebagian lain dalam bentuk
transfer yang disebut sebagai performance-based grant khusus
untuk perbaikan pelayanan yang masih buruk. Untuk
melaksanakan performance-based grant ini, diperlukan
setidaknya: (1) indikator yang realistis dan relevan, yang dapat
mencerminkan perubahan kinerja layanan dalam satu tahun
anggaran, sehingga memungkinkan di tahun selanjutnya daerah
ini kembali memperoleh DAU sepenuhnya dalam bentuk block-
grant; (ii) adanya capacity building yang akan diterima
pemerintah daerah agar mampu mencapai target indikator yang
diinginkan; dan (iii) sistem monitoring dan evaluation (monev)

yang jelas, untuk memonitor perubahan indikator capaian.

5. Perubahan paradigma dari money follows function menuju
ke money follows program. Transisi ini diperlukan untuk
memastikan terjadinya sinergi penganggaran pusat dan daerah,
koherensi program antar sektor dan meminimalkan duplikasi
anggaran dan sumber daya. Contoh yang bagus adalah

penanganan stunting, dimana saat ini dipimpin oleh Badan
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Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat
peran yang jelas antara pusat dan daerah, mulai dari Kementerian
Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian PUPR dan
juga peran dari Pemerintah Daerah, yang dicerminkan dalam
anggaran masing-masing stakeholders.

Program semacam ini membutuhkan kejelasan implementasi
pembagian urusan antara pusat dan daerah di tingkat program
dan dan pentingnya peran keselarasan Bagan Akun Standar
antara pusat dan daerah. Kesuksesan mekanisme ini terletak
kepada dukungan sistem informasi yang tepat untuk dipakai,
sehingga ke depan memudahkan pelaksanaan BAS bila terjadi
penyesuaian akun dalam rangka pelaksanaan program.
Seyogianya integrasi sistem informasi yang tepat bagi

pemerintah daerah perlu segera diputuskan.

Desentralisasi ~ fiskal untuk  meningkatkan  sinergi

pembangunan

Peningkatan sinergi pembangunan Pusat dan Daerah perlu
menjadi agenda khusus, dimana dapat mengoptimalkan peran

dari kebijakan desentralisasi fiskal dalam beberapa aspek:

Mengembangkan dana transfer yang ada untuk fokus kepada

lokasi (locus) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan

yang dibangun pusat dengan daerah. Adapun dana transfer ini

dapat berupa Dana Alokasi khusus (DAK), yang diperuntukan
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2)

untuk membangun infrastruktur (jalan) yang menghubungkan
suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pusat-pusat
aktivitas ekonomi yang dibangun daerah. Selain itu, dapat juga
dikembangkan DAK vyang bertujuan untuk mendukung
pengembangan sumber daya manusia (skilled worker) di daerah
agar dapat dipekerjakan pada proyek-proyek strategis nasional.
DAK untuk pengembangan kapasitas SDM menjadi salah satu
jembatan untuk sinergi pembangunan pusat dan daerah.

Untuk penciptaan kerjasama antar daerah yang lebih besar dan
lebih banyak, dapat dikembangkan dana hibah yang bersifat
mendukung peningkatan kerjasama antar tingkat pemerintahan
daerah, maupun antar pemerintahan daerah. Seperti yang telah
diuraikan sebelumnya, kerjasama antar daerah menjadi salah
satu sendi bagi peningkatan sinergi pembangunan antar daerah.
Beberapa negara Eropa telah mengadakan semacam competitive
grant untuk mendorong terciptanya kerjasama antar daerah
untuk berbagai bidang yang terkait dengan pelayanan publik,
yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan

kerjasama antar daerah di Indonesia.
Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan,

Sekarang, perkenankan saya untuk mengucapkan terima
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak
yang telah berperan menghantarkan saya memperoleh jabatan
akademik yang sangat terhormat ini. Saya mohon maaf jika ada
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pihak-pihak yang terlupa untuk saya sebut, dan kesalahan dalam

penulisan nama maupun gelar.
Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan
Tim PAK Pusat.

2. Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, SE, MA,
Ph.D beserta para Wakil Rektor: Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris,
Ibu Vita Silvira, S.E., MBA, lbu drg. Nurtami, Ph.D.,
Sp,0OF(K) dan Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA.

3. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Dr.
Harkristuti Harkrisnowo dan Sekretaris DGB Ul Prof. Dr. drg.
Indang Trihandini, serta seluruh anggota DGB UI.

4. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Ul. Prof Nachrowi
Djalal Nachrowi, Ph.D dan Prof. Yudho Giri Sucahyo, S.Kom.,
M.Kom., Ph.D., serta Ketua Tim PAK Ul Prof. Drs. Heru
Suhartanto, M.Sc., Ph.D.

5. Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar FEB Ul, Prof.
Bambang PS Brodjonegoro, PhD dan Prof. Dr. Sylvia Veronica
Siregar beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar FEB Ul
terutama peer reviewer saya yaitu Prof. Bambang PS
Brodjonegoro, PhD, Prof Dr. Djoni Hartono, serta Asisten peer
reviewer Muhammad Halley Yudbhistira, Ph. D, dan Rus'an

Nasrudin, Ph.D.
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6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia,
Bapak Teguh Dartanto, Ph.D. dan Bapak Arief Wibisono
Lubis, PhD sebagai Wakil Dekan 1, Ibu Nanda Wijayanti, PhD
Sebagai Wakil Dekan 2, serta Ketua Tim PAK Fakultas Prof.
Dr. Djoni Hartono dan Tim SDM DIE, FEB Ul, dan Rektorat
Ul yang telah mendukung proses pengajuan jabatan fungsional
saya menjadi Guru Besar.

7. Guru Besar FEB Ul yang selalu rajin mengingatkan saya untuk
mengurus kenaikan jabatan fungsional: Prof. Susijati B. Hirawan
Ph.D, Prof. Bambang PS Brodjonegoro, Ph.D, Prof. Robert A.
Simanjuntak, Prof. Mohamad Ikhsan, Ph.D, Prof. Suahasil
Nazara, Ph.D, Prof. Dr, Djoni Hartono, Prof. Mayling Oey-
Gardiner, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.

8. Ketua Departemen llmu Ekonomi FEB Ul Bapak Vid Adrison,
Ph.D beserta Pimpinan Prodi PPIE (Diah Widyawati Ph.D dan
Rus'an Nasrudin, Ph.D), MPKP (Muhammad Halley
Yudhistira, Ph. D dan Yohanna Gultom, Ph.D), S1 (Prani
Sastiono, Ph.D) dan rekan-rekan dosen di Departemen limu
Ekonomi : Dr. Lana Soelistianingsih, Dr. Beta Yulianita
Gitaharie, Dr. Mahjus Ekananda, Dr. Dewi Ratna Sjari, Dr.
Muliadi, Dr. Eugenia Mardanugraha serta rekan dosen lainnya
atas penugasan dan kerjasamanya dalam bidang Pendidikan.
Pimpinan dan Rekan-rekan dosen Departemen Manajemen dan

Departemen Akuntansi atas kerjasamanya dalam bidang
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10.

11.

12.

13.

Pendidikan.

Para Senator di SAF Periode 2019-2022: Prof Nachrowi Djalal
Nachrowi, Ph.D, Dr. Avanti Fontana. Prof. Budi Frensidy, Dr.
Hera Susanti, Dr. Hilda Rossieta, Prof. Dr. Lindawati Gani,

Prof.Dr. Telisa Falianty, Dr. Viverita, Prof. Omas B. Samosir.

Rekan-rekan diskusi Ekonomi Publik, Keuangan Publik dan
Desentralisasi fiskal di FEB Ul, khususnya Prof. Robert A.
Simanjuntak,  Khoirunurrofik, Ph.D., Riatu Mariatul
Qibthiyyah, Ph. D, dan Vid Adrison, Ph. D, Fauziah Zen, Ph.D,
Isfandiarni, Ph.D.

Sadli Endowed Professorship Award: Prof. Dr. Saparinah
Sadli, Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph. D dan Bapak Syahnan
Poerba, S.E., M.Ec.

Segenap Pimpinan dan Jajaran Kementerian Keuangan:
Menteri Keuangan, Wakil Menteri keuangan, Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang telah
memberikan kesempatan untuk menjadi anggota Tim Asistensi
Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF)
selama periode 2002-2014 dan terlibat dalam forum diskusi

kebijakan desentralisasi fiskal.

Anggota TADF periode 2002-2014 yang berkenan hadir pada
acara pengukuhan: Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D, Prof.
Dr. Abdul Hamid Paddu, Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.D,
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14.

15.

16.

17.

Prof. Dr. Eddy Suratman, Prof. Bambang Juanda, Ph.D, Prof
Dr Bernadette Robiani, Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D, Riatu
Mariatul Qibthiyyah, Ph. D.

Segenap Pimpinan dan Jajaran Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian atas kepercayaannya sebagai Staf

Khusus dan Tim Asistensi untuk Kemenko Perekonomian.

Segenap pimpinan dan Jajaran Kementerian Perencanaan dan
Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk peran saya dalam
Tim Penilai Independen (TPI) Penghargaan Pembangunan
Daerah (PPD), sehingga membuat saya lebih mengenal
Pembangunan daerah di pelosok Indonesia.

Bapak Mahendra Siregar, M.Ec (Ketua Dewan Komisioner
0OJK), Bapak Bambang Susantono, Ph.D (Kepala Otorita IKN),
atas kerjasamanya di Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian di masa lalu dalam kebijakan investasi dan
pembangunan daerah. Serta Bapak Dr. Edi Prio Pambudi
(Deputi VII) Bapak Dr. Ferry Irawan (Deputi 1) Kemenko
Perekonomian atas kerjasamanya dalam berbagai forum

kebijakan ekonomi International dan Makroekonomi.

Pimpinan dan mentor saya di kampus di masa sebelumnya
Prof. Anwar Nasution, Ph.D, Prof. Dorodjatun Kuntjoro
Jakti,Ph.D, Prof. Iwan Jaya Azis, Ph.D, Dr. Darmin Nasution,
Prof. Emil Salim, Prof. Rustam Didong, Alm. Prof. Dr.
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19.

20.

Mohammad Arsjad Anwar, Alm. Prof. JB. Sumarlin, Ph.D,
Alm. Prof. Dr.Ir. Moh.Sadli, yang telah banyak memberikan
dukungan dan nasehat di masa awal karier saya sebagai dosen
dan peneliti di FEB UI.

Pimpinan FEB Ul Periode 2001-2005: Bapak Aditiawan
Chandra, Ph.D, Bapak Sunardji, S.E., M.M, Bapak Pribadi
Setiyanto, S.E., M.A dan Bapak Hendro Prabowo,S.E.,M.B.A.

Rekan-rekan di LPEM FEB Ul dalam periode Dr. Chaikal
Nuryakin saat ini dan di periode masa-masa lalu, saat saya
memulai karir sebagai peneliti di bidang ekonomi dan
keuangan daerah, khususnya: Ninasapti Triaswati, Ph.D,
M.Chatib Basri, Ph.D, Dr. Uka Wikarya, Dr. Riyanto,
Isfandiary djafaar, M.Soc.Sc, Niniek L.Gyat M.Sc. Bang Iman
Rozani,M.Soc.Sc. Bang Nuzul Achyar, PhD, Widyanti
soetjipto M.Soc.Sc, Dr. Widyono Soecipto, Dra. Budi
Sulistyowati, M.A dan rekan-rekan peneliti lainnya, termasuk
tim Diklat LPEM yang masih memberikan kesempatan kepada
saya untuk memberikan materi dalam Diklat Fungsional

Penjenjangan Perencana (FPP).

Rekan-rekan kolaborasi riset internasional dari berbagai
universitas di luar negeri, khususnya Australian National
University (ANU): Prof. Budy Resosudarmo, Prof. Hall Hill,
Arianto Patunru, Ph. D, Georgia State University (GSU), The
National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS).
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pimpinan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk
Perekonomian (Prospera) Dr. David Nellor dan Dr. Della
Temenggung atas keterlibatan dalam policy advisory

pemerintah.

Rekan-rekan dari Paguyuban Dosen Katolik Universitas
Indonesia: Prof.Dr. dr. Theddeus O.H. Prasetyono, Prof. Drs.
Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Ph. D. dan rekan dosen
lainnya yang selalu memberikan penguatan dalam doa.

Rekan-rekan  Alumni  University of Illinois, Urbana-
Champaign.

Rekan-rekan Alumni FEB Ul Angkatan 1982
Rekan-rekan Alumni SMA Kolese Kanisius (CC) 1982

Bapak dan Ibu Drs. Sri Hardjono, beserta keluarga besar: Prof.
Dr. Ir. Wiryanto Dewobroto dan Ir. Kuntari Hestun,M.M, Dr.
Bernadetta Esti Chrismawaty dan Prof. Projo Danoedoro,

Ph.D, dan Reza Ariesto Brilianto,S.Sn, dan keluarga.

Keluarga dan Saudara-saudara yang hadir dan berkenan

memberikan dukungan dalam pengukuhan Guru Besar ini.
Ibu A.M. Dewabrata dan Keluarga Besar Tjitrowihardjo
Segenap Keluarga Besar Rewulu

Almarhum Papa Dr. R.l. Suhartin dan Alm. Mama Theresia
Suhartin,S.Pd yang telah berpulang kepada Bapa Di Surga,
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31.

32.

33.

34.

yang semasa hidup memberikan semangat saya untuk
menuntut ilmu setingginya dan berharap suatu saat saya
menjadi Guru Besar di Ul, saya mempersembahkan capaian ini
untuk Papa dan Mama tercinta.

Adik saya satu-satunya Drs. Iksaka Banu yang selalu menjadi
sahabat dan teman setia di masa kecil, semoga selalu diberikan

kebahagiaan bersama Dra. Ananta Primatia Heska dan Dyota.

Isteri saya yang tercinta Shanty Kusumasari, S.E, M.S.A, yang
selalu memberi dukungan dalam suka dan duka dan telah sabar
menanti janji saya untuk menjadi Guru Besar di Universitas
Indonesia. Terimakasih atas kasih, cinta dan doa yang telah
diberikan. Untuk ketiga anak saya tercinta: Sabiana Halyusa
Suksma Danastri, B.B.A, Gregorius Baswara Wira Nuraga,
Hyacinta Wina Hayu Nareswari, yang saat ini masih
menempuh Pendidikan tinggi, semoga cita-cita kalian tercapai

dan sukses dalam karir dan kehidupan.

Teman-teman panitia pengukuhan baik dari Departemen IImu
Ekonomi dan Departemen Illmu Manajemen yang telah

berusaha keras mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Prof. Ir. Sugiharso Safuan, M.E, Ph. D dan Prof. Dr. Rizal Edy
Halim, S.E, M.E, yang pada hari ini secara bersama
dikukuhkan sebagai Guru Besar di FEB U,
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35. Kepada Guru Besar Tamu, Undangan Khusus, keluarga,
sahabat, kolega, kawan dan rekan sejawat yang telah berkenan
hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-
besarnya telah berkenan meluangkan waktunya yang sangat
berharga serta mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan
namanya satu persatu, serta mohon maaf bila ada kekurangan

dalam penyampaian, penulisan ataupun pelaksanaan acara.

Terakhir saya ingin menutup pidato saya dengan mengucapkan
terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan
namanya satu per satu yang telah mendukung pencapaian saya
sebagai Guru Besar. Semoga kita semua selalu dalam Lindungan
Tuhan Yang Maha Esa.
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